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BUPATI BANDUNG BARAT 
PROVINSI JAWA BARAT 

 

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT 

NOMOR 15 TAHUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 59 TAHUN 
2017 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PENGELOLAAN DAN 

PENANDATANGANAN PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN 
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI BANDUNG BARAT, 

 

Menimbang : a. bahwa pengelolaan perizinan di Kabupaten Bandung Barat 
dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu, berdasarkan Peraturan Bupati Bandung 
Barat Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelimpahan wewenang 
pengelolaan dan penandatanganan perizinan kepada Dinas 
Penananaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

b.  bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan yang cepat, 
tepat, efesien dan transfaran dalam pelayanan perizinan, maka 
perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Bandung 
Barat Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelimpahan wewenang 
pengelolaan dan penandatanganan perizinan kepada Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu; 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan 
Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman 
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4724); 

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4846); 
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4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5038); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia 5234); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang 
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9 Seri D); 
 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 59 TAHUN 2017 TENTANG 
PELIMPAHAN WEWENANG PENGELOLAAN DAN 
PENANDATANGANAN PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN 
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU. 

 
Pasal I 

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 59 Tahun 2017 tentang 
Pelimpahan Wewenang Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan kepada Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten 
Bandung Barat Tahun 2017 Nomor 59 Seri E), diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi: 

Pasal 5 

(1) Penandatanganan jenis perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
ayat (2) dilimpahkan kepada Kepala DPMPTSP dengan kewenangan 
penandatanganan atas nama Bupati. 

(2) Kepala DPMPTSP berkoordinasi dan meminta pertimbangan Bupati, 
dalam memberikan keputusan terkait perizinan dengan kriteria tertentu 
yang bersifat strategis. 

(3) Perizinan dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
adalah perizinan terhadap kegiatan usaha dan/atau kegiatan yang 
memiliki dampak besar dan penting pada lingkungan hidup atau yang 
diwajibkan amdal. 
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Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat. 

 

 

Ditetapkan di Bandung Barat 

pada tanggal 6 Maret 2019 

BUPATI BANDUNG BARAT, 

 

ttd. 

 

AA UMBARA SUTISNA 

Diundangkan di Bandung Barat 

pada tanggal 6 Maret 2019 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BANDUNG BARAT, 

 

ttd. 

 

ASEP SODIKIN 

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2019 NOMOR 15 SERI E 
 


